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ABSTRACT

Community Land Empowerment (PTM) or Agrarian Reform Access
Handling is a program organized in order to create community prosperity and
welfare. In addition to meeting the objectives of agrarian reform, PTM is also
designed to help achieve sustainable development goals through issues that are in
line with the Sustainable Development Goals (SDGs) indicators. This research
seeks to uncover the potential of PTM to support SDGs in the implementation of
access arrangements in Purwabakti Tourism Village. The method used in this
research is qualitative case study type and descriptive approach with data obtained
from interviews, observations, and document studies. Qualitative analysis in this
research is in the form of SWOT analysis, and fishbone diagram analysis. In
relation to the five conditions of the SDGs, Purwabakti Village was identified as
facing problems in the form of a recorded poor population of 44.39%, a small
number of land certificate ownership, road accessibility and transportation that
still need improvement, lack of educational facilities, the need for farming business
support in the development of POC, the high cost of fertilizers, and the lack of
community education as a workforce. PTM activities by the BPN Bogor |
Purwabakti Village are divided into tourism village development activities access
arrangement by determining the empowerment model in the form of an integrated
agricultural system with an action plan to collaborate with 9 institutions / agencies
through 18 program plans. Meanwhile, the empowerment strategy used is the
gotong royong development strategy with efforts to encourage community
independence through its agricultural potential and umkm businesses. Overall, the
PTM program implemented in Purwabakti Village is not fully relevant and leads to
the SDGs goals. The findings in this study show that the NCD program in
Purwabakti Village has relevance to SDGs goal (17): partnerships for the goals
and SDGs (1): no poverty. Meanwhile, the PTM program in Purwabakti Village is
not yet relevant to SDGs goal (2): zero hunger; SDGs (5): gender equality; and
SDGs (8): decent work and economic growth.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reforma Agraria atau Pembaruan Agraria merupakan upaya untuk
merestrukturisasi kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah, sejalan
dengan mandat konstitusi berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 33 ayat (3) yang mengamanatkan negara
sebagai pemilik kewenangan dalam penguasaan sumber daya alam termasuk
sumber daya agraria dan pemegang tanggung jawab administrasi pertanahan
untuk melindungi kepemilikan tanah pemegang hak dalam sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat (Doly, 2017; Chavunduka, Dipura and Vudzijena, 2021).
Ditinjau dari aspek yuridis dan historis, Reforma Agraria dapat dikatakan sebagai
gerakan sosial bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka
melaksanakan tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, memperluas
lapangan kerja, menjaga keberlanjutan sumber-sumber ekonomi, serta
meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan pangan dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan (Sihombing and Lisdiyono, 2017). Tujuan akhir dari
kebijakan Reforma Agraria adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan
(Widodo, 2017) melalui upaya dalam mengatasi ketimpangan distribusi lahan,
konflik agraria, dan kesenjangan sosial dengan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai kementerian utama
pelaksana (Alvian and Mujiburohman, 2022; Ditjen Penataan Agraria ATR/BPN,
2020). Pada periode RPJMN 2015-2019 hingga 2019-2024 pemerintahan
Presiden Joko Widodo, pelaksanaan Reforma Agraria terus didorong untuk
mencapai target 9 juta hektar lahan melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah
(Utomo, 2021; Alvian and Mujiburohman, 2022).

Dalam aspek yang lebih luas, Reforma Agraria tidak hanya dapat dipahami
untuk tujuan dari aspek sosial ekonomis melalui meningkatkan penghasilan dan



memberi fungsi sosial pada hak milik saja, tetapi juga meliputi aspek sosial politis
dengan mengubah sistem tuan tanah dan pembagian tanah yang adil hingga aspek
mental psikologis melalui hubungan kerja pemilik dan penggarap (Zein, 2014).
Reforma Agraria yang sesungguhnya bukan hanya sekedar membagi dan
melegalkan tanah, tetapi juga membuat bidang-bidang tanah tersebut memiliki
akses yang lebih baik (Santosa, Wicaksono and Nugroho, 2019). Reforma Agraria
didefinisikan sebagai penataan ulang pola kepemilikan dan penguasaan tanah
yang didukung dengan fasilitas lainnya seperti perlindungan hukum, ketersediaan
akses kredit, akses terhadap informasi dan teknologi terkini, penyuluhan
pertanian, maupun akses terhadap sarana produksi dan bantuan dalam pemasaran
(Fauzi, 2002). Reforma Agraria dituntut mampu untuk menyeimbangkan
kesetaraan dalam akses terhadap lahan maupun sumber daya alam,
keuangan/modal, teknologi dan tenaga kerja dengan efisien untuk memanfaatkan
pasar (Limbong, 2012 dalam Arisaputra, 2016; Boberg-Fazli¢ et al., 2022).

BPN (2010) dalam Arisaputra (2016) menyebutkan hanya 0,2% orang
Indonesia yang menguasai sebesar 56% aset nasional, di mana 87% aset tersebut
merupakan tanah dan sekitar 7,2 juta hektar tanah dikuasai oleh swasta dengan
sengaja ditelantarkan. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan
Ruang Kementerian ATR/BPN (2021) melampirkan gini ratio terkait penguasaan
tanah di Indonesia yang mencapai 0,58. Hal ini menggambarkan hanya 1% dari
penduduk yang memiliki kendali sumberdaya agraria, tanah dan ruang sebesar
58%, sedangkan 99% penduduk lainnya hanya mempunyai akses atas aset sisa
sumber daya sebesar 42%. Kondisi tersebut bertambah buruk dengan adanya
pemegang hak atas tanah dengan skala besar yang menelantarkan tanahnya karena
unsur kesengajaan dengan motif spekulasi untuk pinjaman bank, menaikkan nilai
tanah untuk jual beli, maupun ketidakmampuan secara teknis, manajerial dan
finansial pemegang hak. Oleh sebab itu, kurangnya akses rakyat Indonesia
terhadap pengelolaan tanah adalah problem esensial di samping permasalahan
tidak meratanya distribusi penguasaan lahan. Hadirnya Reforma Agraria melalui
penataan aset dan penataan akses diharapkan dapat menyeimbangkan

permasalahan distribusi aset maupun akses sumberdaya lahan di masyarakat.



Melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, penataan akses atau dapat
disebut access reform telah digariskan pelaksanaannya sebagai pemberian
kesempatan akses permodalan atau bantuan lain yang diberikan untuk subjek
Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada
pemanfaatan tanah,. Langkah-langkah tersebut meliputi pemetaan sosial,
peningkatan kapasitas lembaga, pendampingan usaha, peningkatan keterampilan,
penerapan teknologi tepat guna, diversifikasi usaha, fasilitas akses permodalan,
fasilitas pemasaran, peningkatan basis data dan informasi, serta penyediaan
infrastruktur pendukung lainnya (Presiden Republik Indonesia, 2018). Kegiatan
ini dapat berupa usaha penumbuhan, pengembangan, peningkatan pengetahuan
dan keterampilan, perilaku dan sikap, kemampuan serta kesadaran dalam rangka
pemanfaatan sumber daya yang terfasilitasi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi
masyarakat (Rohman and Astuti, 2019).

Reforma Agraria menyelenggarakan penataan akses melalui Penanganan
Akses Reforma Agraria (PARA) atau lebih dikenal dengan Pemberdayaan Tanah
Masyarakat (PTM) yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
mencapai target Pembangunan Berkelanjutan yang sejalan dengan komitmen
global Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan agenda penting
yang telah dideklarasikan dalam masyarakat internasional sebagai respons
terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, ketidaksetaraan,
dan degradasi lingkungan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan
agenda SDGs tahun 2030 yang mencakup 17 tujuan dan 169 target yang
melibatkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang secara
komprehensif digunakan sebagai panduan kebijakan dan program terkait. Selain
itu, Bappenas (2017) menyebutkan bahwa SDGs disebut sebagai upaya
pembangunan yang bertujuan untuk menjaga mutu kehidupan dari suatu generasi
ke generasi berikutnya lewat kesejahteraan ekonomi berkesinambungan, menjaga
kelangsungan sosial masyarakat, serta memastikan tercapainya keadilan dan tata
kelola yang efektif. Komitmen ini kemudian dituang dalam Peraturan Presiden
Nomor 59 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam konteks



tersebut, BPN (2023) menjelaskan kegiatan PTM yang diselenggarakan oleh
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat ini bersinggungan dan memiliki hubungan
dengan poin-poin pada tujuan SDGs (1) tanpa kemiskinan melalui model akses
kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain; (2) tanpa
kelaparan kegiatan penanganan akses untuk ketahanan pangan dan pertanian
berkelanjutan; (5) kesetaraan gender melalui kegiatan pemberian hak yang sama
ternadap sumber ekonomi; dan (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
fasilitas akses kepemilikan tanah, fasilitas peluang kerja dan inovasi; serta (17)
kemitraan untuk mencapai tujuan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan
berkelanjutan.

Pada pelaksanaannya, beberapa publikasi menyebutkan kegiatan penataan
akses dinilai kurang optimal dan belum berjalan dengan baik (Anida, Daryanto
and Hendrawan, 2018; Rohman and Astuti, 2019; Ahbar, 2021; Latifah, Wibowo
and Widiyanto, 2022). Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa problem seperti
kurangnya koordinasi antar sektor, adanya ego sektoral kelembagaan, terbatasnya
anggaran, hingga keterlambatan organisasi perangkat daerah dan perbankan.
Pelaksanaan penataan akses yang tidak maksimal menyebabkan terhambatnya
tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini tidak dapat membantu peningkatan
produktivitas pada akses lahan. Namun, di sisi lain, Desa Wisata Purwabakti,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor diketahui menjadi salah satu best
practice lokasi yang menjadi bagian dari program Pengembangan Tanah
Masyarakat melalui Reforma Agraria menurut beberapa pemberitaan
(Kementerian ATR/BPN, 2023). Dengan bentangan alam berupa pegunungan,
sungai dan persawahan, desa ini memiliki potensi sektor pertanian yang besar.
Kegiatan fasilitasi penataan akses yang dilakukan yaitu pembinaan pertanian,
pariwisata, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM). Keterlibatan dan
kolaborasi efektif dari berbagai belah pihak termasuk masyarakat, pemerintah
desa dan kabupaten, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam
mengembangkan potensi wilayah mengantarkan Desa Wisata Purwabakti
mencapai 75 besar Anugerah Desa Wisata pada tahun 2023 yang diakui oleh
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).



Program Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Desa Purwabakti menjadi
penting untuk diteliti dalam rangka memahami lebih dalam strategi dan model
kegiatan landasan programnya. Diperlukan identifikasi elemen-elemen yang
dapat berkontribusi dalam dampak kegiatan dan bagaimana hal ini dapat menjadi
potensi untuk mendukung tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di
tingkat desa. Penelitian ini bermaksud untuk menggali lebih dalam riwayat
implementasi kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Desa Wisata
Purwabakti melalui penataan akses Reforma Agraria dapat berperan untuk
mempengaruhi perkembangan ekonomi, pertanian, dan sektor pariwisata dalam
pembangunan berkelanjutan dengan prinsip SDGs di tingkat desa. Hasil dari
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih
lanjut tentang potensi dan peran Pemberdayaan Tanah Masyarakat dalam
mencapai tingkat pembangunan berkelanjutan dengan judul “Pemberdayaan
Tanah Masyarakat dalam Mendukung Sustainable Development Goals: Studi
Implementasi Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Wisata

Purwabakti”.

B. Perumusan Masalah

Pelaksanaan penataan akses Reforma Agraria di beberapa wilayah dinilai
kurang efektif pada beberapa sisi (Anida, Daryanto and Hendrawan, 2018;
Rohman and Astuti, 2019; Trinanda Putra, Nugroho and Nashih Luthfi, 2021)
akibat hambatan pada optimalisasi yang tentunya dapat memengaruhi tujuan yang
ingin dicapai. Di sisi lain, beberapa upaya pembangunan desa telah menunjukkan
adanya potensi desa untuk mendukung pencapaian SDGs melalui pengembangan
desa dengan kegiatan pemberdayaan yang dapat berdampak positif (Irwan and
Agustang, 2021; Latifah, Wibowo and Widiyanto, 2022; Taufik, 2022). Hal ini
tentu menjadi sebuah evaluasi sehingga memerlukan upaya lebih lanjut untuk
pembelajaran pada program lanjutan supaya dapat memberikan dampak yang
signifikan terhadap rencana pelaksanaan program, dalam hal ini yaitu pencapaian
kesejahteraan sosial ekonomi dan keberlanjutan di tingkat lokal melalui nilai

tambah dari akses tanah yang dimiliki.



Kesuksesan kegiatan ADWI yang dilaksanakan di Desa Wisata Purwabakti,
Kabupaten Bogor berkolaborasi dengan kegiatan penataan akses dapat menjadi
pembelajaran dan model program utamanya bagi wilayah lain. Program
Pemberdayaan Tanah Masyarakat di desa ini dapat menjadi site penelitian untuk
memahami strategi melalui potensi implementasi program, mengidentifikasi
elemen-elemen yang berkontribusi, serta mengetahui keberlanjutan pelaksanaan
yang dikaitkan pada indikator tujuan SDGs di tingkat desa yang relevan, seperti
(1) Tanpa kemiskinan dengan model akses kepemilikan dan kontrol atas tanah dan
bentuk kepemilikan lainnya, termasuk sumber daya alam, teknologi baru dan
keuangan mikro; (2) Tanpa kelaparan melalui kegiatan yang mengutamakan
sektor pertanian untuk mengentas kelaparan dengan memperhatikan akses
mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang memadai dan mendukung praktik
pertanian berkelanjutan; (5) Kesetaraan gender, dengan kegiatan Penanganan
Akses Reforma Agraria tanpa membedakan gender dan memberikan hak yang
sama bagi perempuan, terhadap sumber-sumber ekonomi maupun fasilitasi akses
terhadap kepemilikan tanah; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi,
melalui fasilitasi peluang kerja dan usaha, inovasi serta pengembangan kemitraan;
dan (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan melalui kerja sama kebijakan untuk
pembangunan berkelanjutan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat
pusat hingga daerah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui riwayat implementasi Pemberdayaan Tanah Masyarakat
(penataan akses) di Desa Purwabakti, termasuk strategi dan model yang
digunakan

b. Menganalisis potensi kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat untuk
mencapai tujuan SDGs (1) tanpa kemiskinan

c. Menganalisis potensi kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat untuk

mencapai tujuan SDGs (2) tanpa kelaparan



d. Menganalisis potensi kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat untuk

mencapai tujuan SDGs (5) kesetaraan gender

e. Menganalisis potensi kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat untuk

mencapai tujuan SDGs (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi,

f. Menganalisis potensi kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat untuk

mencapai tujuan SDGs (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara:

a. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal:

1)

2)

Memberikan  tambahan  pengetahuan  mengenai  riwayat
implementasi penyelenggaraan penataan akses reforma agraria
oleh instansi terkait dan bagaimana strategi tersebut dapat
berkaitan dengan keberhasilan program;

Mengemukakan potensi  kegiatan Pemberdayaan Tanah
Masyarakat di desa wisata dengan indikator tujuan SDGs di tingkat
desa dengan pemberian akses kepemilikan dan kontrol atas tanah;
kegiatan dan program yang mengutamakan sektor pertanian untuk
mengentas kelaparan; kegiatan Penanganan Akses Reforma
Agraria dengan prinsip kesetaraan gender dan memberikan hak
yang sama bagi perempuan, terhadap sumber-sumber ekonomi
maupun fasilitasi akses terhadap kepemilikan tanah; melalui
fasilitasi lapangan kerja dan usaha, inovasi serta pengembangan

pola kemitraan; serta melalui GTRA.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan

masukan bagi pemerintah pada umumnya dan Kementerian ATR/BPN

pada khususnya dalam hal:

1) Perumusan kebijakan penataan akses dan pemberdayaan tanah

masyarakat yang lebih terarah teknis pelaksanaannya agar dapat

diimplementasikan dengan baik;



2) Keberlanjutan program melalui prinsip-prinsip SGDs dan tujuan
pembangunan berkelanjutan;
3) Sinergi setiap instansi dalam melaksanakan suatu kebijakan.
c. Manfaat Sosial yaitu memberikan gambaran tentang keterkaitan

Pemberdayaan Tanah Masyarakat dengan SDGs.



BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor I di Desa Purwabakti terbagi menjadi kegiatan pengembangan desa wisata
pada bulan Juni hingga penilaian ADWI pada bulan Agustus 2023 serta penataan
akses pada tahapan tahun pertama di tahun 2023 dengan penentuan model
pemberdayaan berupa sistem pertanian terintegrasi dengan rencana aksi
berkolaborasi dengan 9 lembaga/instansi melalui 18 rencana program.
Sementara itu, strategi pemberdayaan yang digunakan adalah strategi
pembangunan gotong royong dengan upaya mendorong kemandirian
masyarakat melalui potensi pertanian dan usaha umkm yang dimilikinya.

2. Berkaitan dengan kelima kondisi SDGs, Desa Purwabakti teridentifikasi
menghadapi permasalahan berupa tercatatnya penduduk miskin sebesar 44,39%,
kecilnya angka kepemilikan sertipikat tanah, aksesibilitas jalan dan transportasi
yang masih memerlukan pembenahan, sarana pendidikan yang kurang, perlunya
dukungan usaha tani dalam pengembangan POC, mahalnya pupuk, serta
kurangnya pendidikan masyarakat sebagai tenaga kerja. Secara keseluruhan
program PTM yang dilaksanakan di Desa Purwabakti belum sepenuhnya relevan
dan mengarah pada tujuan SDGs. Hal ini dibuktikan dari temuan penelitian yang
menunjukkan bahwa program PTM hanya relevan untuk menjawab dua tujuan
SDGs, yakni untuk kemitraan dan pengentasan kemiskinan. Sementara itu,
program PTM yang akan dilaksanakan di desa Purwabakti belum dapat
dikatakan relevan untuk tujuan SDGs berupa kecukupan pangan, kesetaraan
gender, serta peningkatan peluang kerja dan diversifikasi usaha. Derajat potensi
program PTM untuk pencapaian masing-masing indikator sebagai berikut:

a. Analisis potensi PTM terhadap tujuan SDGs (17) kemitraan dapat
dideskripsikan melalui gambaran kelembagaan dan partisipasi masyarakat.
Pengintegrasian kelembagaan dalam program PTM di Desa Purwabakti

dibuktikan melalui peran BPN dalam melaksanakan kolaborasi dengan
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instansi pelaksana program pengembangan akses, pemerintah desa, BUM
Desa, serta kelompok masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti
program dapat dikatakan baik sehingga mendukung jalannya program,
utamanya dari tahapan pemetaan sosial.

. Analisis potensi PTM terhadap tujuan SDGs (1) tanpa kemiskinan
digambarkan melalui prasyarat program untuk indikator berupa peningkatan
pendapatan, kepemilikan aset sertipikat tanah, serta aksesibilitas dan
layanan dasar. Rencana program pengembangan akses di Desa Purwabakti
cukup prospektif dan memiliki potensi dalam mendukung upaya
pengentasan kemiskinan melalui indikator peningkatan pendapatan dengan
program pemberdayaan, bantuan kredit, penyuluhan, dan pendampingan
terkait izin usaha. Sementara itu, program PTM dapat dikatakan kurang
potensial dalam pencapaian SDGs (1) melalui kepemilikan aset sertipikat
tanah dan perbaikan aksesibilitas serta peningkatan layanan dasar
dikarenakan kurangnya program pemberdayaan yang berkelanjutan,
kurangnya peningkatan aksesibilitas dan perbaikan akses kesehatan dan

pendidikan, serta kurangnya modal dan alat produksi bagi pelaku usaha.

. Analisis potensi PTM terhadap tujuan SDGs (2) tanpa kelaparan dapat

diketahui melalui prasyarat program yang meningkatkan ketahanan pangan
serta mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Model pemberdayaan di
Desa Purwabakti yang akan dilaksanakan merupakan model yang memiliki
fokus pada pengintegrasian sistem pertanian dengan sektor pertanian dan
peternakan yang mendukung kecukupan pangan. Rencana pengembangan
akses melalui model sistem pertanian terintegrasi dapat dikatakan cukup
potensial dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs (2) dengan adanya
program penyuluhan dan edukasi pertanian serta pendampingan pembuatan
auransi usaha tani dan izin edar usaha pertanian untuk POC.

. Analisis potensi PTM terhadap tujuan SDGs (5) kesetaraan gender dapat
ditunjukkan melalui pengarusutamaan gender, yakni melalui identifikasi
pengintegrasian gender pada setiap tahapan program PTM yang

digambarkan melalui penyebutan gender dalam pemilihan kandidat tenaga
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pendukung reforma agraria; pemenuhan perspektif kesetaraan gender dalam
instrumen pemetaan sosial; serta perlibatan perempuan dalam pelaksanaan
PTM melalui faktor partisipasi, akses, kontrol, dan manfaat.

e. Analisis potensi PTM terhadap tujuan SDGs (8) pekerjaan yang layak dan
pertumbuhan ekonomi diidentifikasi menurut program yang dapat
meningkatkan peluang kerja dan diversifikasi usaha. Program
pengembangan akses yang akan dilaksanakan di Desa Purwabakti dapat
dikatakan cukup potensial dalam pencapaian tujuan SDGs utamanya dalam
mendukung diversifikasi usaha melalui pengembangan kegiatan
pemberdayaan. Namun, terdapat kelemahan dikarenakan kurangnya
pendampingan yang berkelanjutan, kurangnya modal dan alat produksi
pelaku usaha, serta kurangnya perluasan kesempatan kerja akibat program
PTM.

B. Saran

1. Perlu mengoptimalisasikan program pembentukan koperasi dan pemberian
Asuransi Usaha Tani Padi sebagai program yang paling relevan dengan tujuan
indikator SDGs dan memiliki potensi paling kuat karena sejalan dengan
permasalahan yang dihadapi di desa.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor | perlu memperhatikan penyelenggaraan
program pengembangan akses yang akan dilaksanakan oleh dinas dan instansi
terkait supaya sesuai dengan tujuan berdasarkan model pemberdayaan yang
dipakai. Kegiatan lanjutan penataan akses di Desa Purwabakti pada tahun kedua
dan ketiga penting disesuaikan menurut petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan
penataan akses yang ada. Selain itu, perlu diperhatikan target penerima akses
yang akan dituju, yaitu kepada 32 pemilik sertipikat dan responden pemetaan
sosial sebagai subjek pemberdayaan.

3. Lembaga dan dinas terkait penyelenggaraan program pengembangan akses di
Desa Purwabakti perlu dilaksanakan sesuai dengan arahan model yang berlaku
serta subjek yang tepat sasaran. Kerja sama dan kolaborasi yang diberikan sangat

berdampak pada tujuan kegiatan.

160



4. Masyarat penerima akses serta subjek penataan akses di Desa Purwabakti perlu
berpartisipasi dengan aktif untuk mendorong pencapaian tujuan pemberdayaan
yang akan dilaksanakan. Pemahaman masyarakat penerima akses dan subjek

penataan akses juga sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan program.
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